PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003
TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT
(BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri
Pulau Batam dan dalam rangka mendorong ekspor di Daerah Industri
Pulau Batam, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Daerah Industri Pulau Batam;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang . . .
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3986);

4. Peraturan Pemerintan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003
TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN
BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU
BATAM.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded
Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4252) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ...
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1. Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau impor Barang Kena
Pajak selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan atas penyerahan
Jasa Kena Pajak di/ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam, terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang pengenaannya
dilakukan secara bertahap.

2. Pasal 4 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk tahap pertama, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004,
Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dikenakan atas :

a. impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa:

1) kendaraan bermotor, berupa segala jenis kendaraan
bermotor baik beroda 2 (dua) atau lebih;

2) rokok . ..



